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Menimbang

Mengingat : 1.

oA.

3.

PROVINSI JAWA TENGATI

PERAruRAN BUPATI PURWORB]O
NOMOR % rAIIrtr 2e17

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAT,I DAN PENYAMPAIAN
I.,APORAN KEPAI,A DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^IO,

a. batrwa dalam melahsanakan ttrgas, kewenangan,
hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib
menyampaikan Laporan Kepala Desa, berupa
Lapran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada Bupati melalui Carnat, Laporan Keterangart
Penyelenggaraan Pemerintatran Desa kepada Badan
Permusyawaratran Desa dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerinta.tran Desa kepada
masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban serta
memberikan acuan dalam pen5rusunan dan
penyampaian Laporan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu disusun Pedoman
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kepala Desa
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurtrf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pen5rusunan dan Penyampaian Laporan Kepa1a
Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Ddafit
Linglnrngan Propinsi Jawa Tengatr;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2014
Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a951;
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintshan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15
tetang Perubahan lGdua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Feraturan
Pelakaanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14
tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 157, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2O16 tentang laporan Kepala Desa;

MEMT.TTUSKAN:

Meneralrkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYI'SUNAN DAN PENYAMPAIAN I,.APORAN KEPAI,A
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupa.ti Purworejo.
3. Camat adalah Camat di I(abupa.ten Purworejo.
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4. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik lndoneeia dan berada di Kabupaten

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa,

7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupa.ten Purworejo.
8. Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa

dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelakeana
teknis dan unsur kewilayahan.

9, Badan Permusyawaratan Desa, yang disingkat BPD,
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

I O. Penyelenggaraan Femerintahan Desa adalah selumh proses
kegiatan Desa yang meliputi bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyaralat sesuai
kewenangan Desa.

ll.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa.

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk meuzujudkan visi.

13. Program adalah instrtrmen keb{jakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang diLaksanakan oleh pemerintahan desa untuk
mencapai sasaran dan tujuan,

l4.Evaluasi adalah pengftajian dan penilaian terhadap laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa.

15. Anggaran dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa, addah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingfuat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enamf tahun.

17. Rencana Kerja Penrerintahan Desa, Srang selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Fembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,

18. La.poran Kepala Desa adalah proses kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada
Bupati metralui Camat.



19. taporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun
Anggaran, yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran,
adalah laporan pemerintahan desa dari Kepala
Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bentuk

tugas dan fungsi,
laporan semua program kerja/kegiatan desa berdasarkan

desa yang ada, anggaran
dan belanja desa, serta keberhasilan yang dicapai, permasalahan
yang dihadapi dan upaya yang ditempuh Desa selama I (satul
tahun anggaran.

20. Iaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan
Kepala Desa, yang selanjutnya disebut LPPD AM.J, adalah laporan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa selama 6 (enam) tahun dari
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum
masa jabatan Kepala Desa.

2l. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir
Tahun Anggaran Kepala Desa, yang selartjutnya disebut LKPPD
Akhir Tahun Anggaran, adalah laporan Kepala Desa kepa.da BPD
sebagai bentuk pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Kepala Desa selama f (satul tahun ang;garan.

22. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya
disingkat IPPD, adalah informasi laporan
pemerintahan desa dari Kepala Desa kepada ra$at Desa melalui
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

23. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, yang selaqiutnya disebut
Siskeudes, adalah program aplikasi komputer yang digunakan oleh

desaPemerintah Desa untuk
secara tranaparan, akuntabel dan partieipatif.

Bagian Kedua
Maksud dan ft1'uan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
dasar hukum dan pedoman bagi Kepala Desa dalam men5rusun dan
menyampaikan [aporan Kepa1a Desa dalam pelaksanaan tugas,
kewenangan, hak dan kewajibannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan
akuntabilitas kineda pemerintahan desa dan transparansi
penyelenggaraan pemerintahan desa.



Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan daLam Peraturan Bupati ini meliputi
tata cara penlrusunarn dan peny-ampa.ian Laporan Kepa.la Desa.

(2) I,aporan Kepa.la Desa
meliputi:

dimaksud pada ayat (1),

a. LPPDAkhirTahun
b. LPPDAMJ;
c. LKPPD AkhirTahun Anggaran; dan
d. IPPD.

BAB II

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

(1) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a oleh Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
beraklnirnya tahun anggaran.

(2) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Pertanggungiawaban Felaksanaan Fembangunan;
Pelaksanaan Pembinaan Pemasyarakatan; dan
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

(1) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebaBaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat( 1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. Pendahuluan;
b. ProgramKe{a:

l. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan f)esa;
2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
3. Program Kerja Pembinaan Kemasyaral<atan;
4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;

c. Pelaksanaan
d. Keberhasilen

a.
b.
c.
d.

Dicapi, Permasalahan yang Dihadapi dan

e
Upaya yang dan



(2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a memuat
uraian tentang:

Tujuan LPPD Akhir Tahun Anggaran;
b. Visi dan misi penyelengga
c. Strategi dan kebijakan.

raan Pemerintahan Desa; dan

(3) Program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat( 1) huruf b angka I memuat uraial tentang
rencana dan program kerja bidang Pemerintahan Desa
dengan mengacu pada RKPDesa dan Desa sesuai dengan

Desa.

(4) Program kerja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b anS<a 2 memuat uraian tentang perencanaan
dan program ket'a bidang pembangunan desa dengan
mengacu pada RKPDesa dan RRJM Desa sesuai dengan
kewenangan Desa.

(5) Program kerja pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 3 memuat uraian tentang rencana dan
pelaksanaan program
dengan menga.cu pada RKPDesa dan RP,IM Desa sesuai dengan

kerja bidang pembinaan

kewenangan Desa.

(6) Program kerja pem
pada ayat (1) huruf

berdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud

a.

d.

b 4 memuat uraian tentang rencana dan
pem dengan

mengacu RKPDesa dan RP.IM Desa sesuai dengan
kewenangan Desa.

(7) Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
memuat uraian tentang:
a. Peraturan Desa tentang
b. Peraturan Desa tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan

c. Rincian APBDesa, terdiri dari:
l.
2. dari:

Pemerintahan Desa;
Ridang Pembangunan;
Bidang Pembinaan Kemasyaral<atan;
Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Bidang tak terduga;
Jumlah Belanja; dan
Surplus/defisit.

3. Pembiayaan Desa, terdiri dari:
a) Penerimaan

dan

b)
c)
d)
e)
f)
c)

b)

APBDesa.



(8) IGberhasilan yaag dicapai, Fermasalahan yang dihadapi dan upaya
yang ditempuh sehgeinana rlirneksud pa.da ayat (U huruf d
memuat rincian meligr.ti:
a. BidangPenyelengaraan Bemerintahan;
b.
c.
d.

Pembinaan t<emarvarakatan; dan

(9) Penutup sebagaimana dimaksud pa.da ayat (U hufld e memuat
rrateri:

ucapan terima kasih; dan
Saran dan perrnohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

(IO)LPPD Akhir Tahun Angaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditampiri dengan laporan rekapittrlasi jumlah penduduk pada akhir
bulan Desember tahun berkenagn.

(ll)Format LPPD Al&ir Tahun anggaran sebagaimana rlimnksud orada
ayat (1) tercantum dal.nl Lampiran I yang merupa.kan bagian tidak
terpisahksn dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) LPPD AkhirTahun Angaran sebagaimana dimaksud datam ksal 5
ayat (U oleh sebagai bahan evaluasi dslem
menetapkan kebijakan pembinaan dan pengautasan.

(2) I(ebiiakarr sebsgaimana dimaksud pa.da ayat (1) antara lain berupa
catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, p'rogram dan potensi
Desa yang perlu dan hal-hal yang perlu

(1) I,PFD AMJ

BAB trI

LPPDAMJ

Pasal 8

rlirnaksud dal"rn Fasal 4 ayat (2) huruf b
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Carnat secara
tertulis paliag lanbat 5 fiiIna) bulan sebeluo akhir masa jabatan.

a.
b.
c.



(2) LPPD AMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit
memuat:
a. ringkasan laporan tahun-tahun se
b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dal,am jangka

waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

(3f Pelaksanaan atas rencana Fenyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh
Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terimajabatan.

(4) Format LPPD AM.I sebagaimana dimaksud pada ayat. (l) tercanhrm
dalam Lampiran II yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(l) LPPD AMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan oleh
Bupati sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebiiakan
pembinaan dan pengawasan.

(2) Kebljakan sebaaaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa.:
catatan kinerja dan preetasi Kepala Desa,, program dan potenei
Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hat yang perlu

LKPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal lO

(1) LKPPD Akhir Tahun Anggaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD
secara tertulis paling lambat 3 (tiCa) bulan setelah
tahun anggaran.

(2) LKPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat materi yang merupa.kan langkah-langkah kebiiakan dalam
pelaksanaan peraturarn Desa khususnya yang berhubungan dengan

ru



Pasal I I

(1) LKPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan
kinerja kepala Desa dan bahan evaluasi.

(2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BPD dapat:
a. membuat catatan tentang kine{a Kepala Desa;
b. meminta keterangan atau informasi;
c.
d. memberi firasukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

(3) Format LKPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (11 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Feraturan Bupati ini.

Pasal 1 2

BPD dapat rapat pleno khusus untuk
mendengarkan LKPPD Akhir Tahun Anggaran.

Pasal 13

(1) LKPPD AHrir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa
dalam rapat paripurna BPD.

(2) LKPPD Akhir Tahun Angaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas oleh BPD secara intemal sesuai dengan tata tertib BPD.

(3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), BPD menetapkan Keputusan BPD.

(4) Keputusan BPD eebagaimana dimakeud pada ayat (3) disampaikan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPPD Akhir Tahun
Anggaran diterima.

(5) Kepuhrsan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa
sebagai kepada Kepala Desa untuk perbaikan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa ke depan.

(6) Apabila LKPPD Alrtrir Tahun turggararr sebagaimana dimalcsud
pada ayat (1) tidak ditanggapi dalamjangka waktu 3O (tiga puluh)
hari setelah LKPPD Akhir Tahun Anggaran diterima, maka BpD
dianSgap tidak memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan.



BAB V

IPPD

Pasal 14

(1) IPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (21 huruf d
disampaikan oleh Kepa.la Desa secara tertulis kepada masyarakat
Desa pa.ling lambat 3 (tiga) bulan setelah beralfiir tahun anggaran
melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
Desa.

(2) IPPD sebegeimana dimaksud pa.da ayat (1) memuat informasi
mengenai:

penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Desa, Peraturan Kepala Desa dan

Peraturan Bersama Kepala Desa;
c. penJrusunan, pelaksanaan dan pertanggungiawaban APBDesa;
d. pelaksanaan pembangunan;
e. pembinaan kemasyarakatan;
f. pemberdayaan masyarakat; dan
g. hal lain yang dianggap perlu.

(3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (.3) antara lain
papan pengumuman, informasi gralis, banrter, radio komunikasi
dan media informasi lainnya.

(4) Penyampaian IPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
paling sedikit I (satu) kali dalam setahun.

(5) Format IPPD Akhir Masa .Iabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam tampiran tV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ltll.

a,
b.

Pasal 15

(l) Masyarakat Desa berhak meminta dan
menSenar penyelenggaraan pemerintahan Desa

dan

informasi
pelaksanaan

pem

(2) IPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat digunakan oleh
mas5/aral€t Desa untuk aspirasi, saran, kritik dan
pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungiawab.

(3) Aspirasi, saran, kritik dan pendapa.t lisan atau tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam rangl<a

Desa,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.



(1)
sebagairnana rlirnaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan secara
langsung atau l€srat telepon kepa.da aperatur Femerintah Desa atau
melalui BPD.

(2) Penyampaian saran, kritik dan pendapa.t secErna tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (21 dilakukan melalui
suraf surat elektronik le-mai$,layanan pesan elektronik (sms) atau
dimasukkan dalam kotak saran/penggduan yang tersedia.

BABVI

Pasai 17

Pendanaan dalam rangka k%iatan pelaporan kepala Desa dibebankan
pada:
a. Anggaxan Negara;

Daerah Provinsi;Angaran
Angalan Pendapa.tan dan Belanja Daerah Kabupa.ten;

dan/ atau
Sumber lainyang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

Pasal 18

(r) Bupati dan
pelaksanaan laporan Kepatra Desa.

(2) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Leporan
Kepala Desa diwilayahnya.

(3) Fembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana rlimakstrd
pada ayat (1) antara lain berupa:
a, pemberian pedoman tatacara

Desa;
penlrusunan Laporan Kepala

arahan,

b.
c.
d.
e.

dan
dan

Pasal 16

aspirasi, saran, kritik dan secara lisan

supenrisi, sosialisasi
Laporan Kepala Desa;

b.
pelatihan pelaksanaan perrlnrsunan

dan



c. fasilitasi
Laporan lcpala

diselesaikan di tingkat Kecanoatan;
Desa
atau

dalam
yang tidak dapat

Laporand. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penlrusurtan
Kepala Desa.

(4) Fasilitasi dan koordinasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pa.da
ayat (2) antara lain berrpa:
a. sosialisasi perrlrusunan Laporan lGpala Desa;

teknis, dan
pelaksanaan penJrusunan Laporan Kepala Desa;

c. memfasilitasi dan koordinasi penyelesaian permasalahan dalam
Irerr5rusunan laporan lGpala Desa;

d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penlrusunan Laporan
Kepala Dcsa.

(5) Bupati dapat dan
pengawasan pelaksanaan laporan Kepala Desa sebagaimana
dimaksr'd pa.da ayat (3) kepada Camat.

Pasal 19

(1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampa.ikan Laporan Kepala Desa,
Bupati memberikan teguran terhrlis dan tindakan administrasi/
sanksi lainnya sesuai ketenhran peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyarnpaikan Iaporan Kepala Desa,
BPD dapat memberikan teguran terhrlis kepada lGpala Desa.

BABVITI

KETENTUAN IAIN-I,AIN

Pasal 20

(l) Apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebelum akhir
masa jabatan,
AMJ, LKPPD

penyampaian LPPD Akhir tahun Anggaran, LPPD
Aldrir Tahun enggaran dan IPPD oletr

twasPer{abat (Pj.) Kepala Desa atau pejabat yang
Kepala Desa.

(2) Materi LFPD Alrtrir tahun [.PPD AI[..I, LKPPD AKhir
Tahun Anggafan dan IPPD rlitnaksud pada a3rat (1),
berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala
Desa dan laporan Kepala Desa sampai dengan akhir tahun
anggarran yang bersangkutan.

b.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangfun.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupa.ti ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal ?I DsBeDb€8 zc.t ?

[eunnn PURwoRF^ro,

AGUS BASTIA h
Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 2? Degenber 2et1

SEKRETARIS DAERAH XI6UPEIEN PURWORE.IO,

A/'l(-pero RoMADHoN 2

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORB'O
TAHUN 2er? NOMOR g4 SERI E NOMOR 74

+


